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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang semula memberikan batasan
usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan mengalami
perubahan pada tahun 2019 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, yakni usia minimal keduanya adalah 19 tahun. Perubahan usia
minimal nikah ini berupaya untuk mengurangi praktek nikah di bawah umur dan
menjamin hak dasar bagi perempuan. Dengan adanya perubahan tersebut muncul
pandangan-pandangan dari berbagai pihak, salah satunya adalah organisasi
kemasyarakatan Muhammadiyah yang turut serta menanggapi isu-isu umat terkait
hukum. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan magasid
al-syari‘ah terhadap pandangan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiya
D.l.Yogyakarta mengenai perubahan pembatasan usia minimal pernikahan.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, data dan informasi yang bersumber dari
tiga tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.l.Yogyakarta dikumpulkan
melalui metode pengumpulan data wawancara. Adapun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan
hukum Islam. Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan adalah konsep magasid
al-syari‘ah dari kitab al-Muwafaqgat karya Imam al-Syatibi untuk menganalisis
pandangan dari tiga tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.l.Yogyakarta
mengenai perubahan usia minimal pernikahan.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa ketiga tokoh Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah D.l.Yogyakarta setuju dengan perubahan pembatasan
usia minimal pernikahan. Menurut mereka, usia kedewasaan itu sangat penting
sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan karena dengan usia kedewasaan
seseoranglah yang akan mementukan apakah tujuan dari pernikahan bisa dicapai.
Adapun perubahan pembatasan usia minimal pernikahan ditinjau dari hukum Islam
adalah untuk menjaga jiwa (kifz al-nafs), menjaga akal (4ifz al- ‘agl), dan menjaga
keturunan (4ifz al-nasl).

Kata Kunci : Usia Kedewasaan, Batas Usia Perkawinan, Magasid al-Syari‘ah,
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.l.Yogyakarta
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“Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia
termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan

kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya
sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia terlaknat.”
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“Hidup lah sebagaimana semaumu, tetapi ingat, bahwa engkau akan mati.
Dan cintai lah siapa yang engkau sukai, namun ingat, engkau akan
berpisah dengannya. Dan berbuat lah seperti yang engkau kehendaki,

namun ingat, engkau pasti akan menerima balasannya nanti. ”

(Imam al-Gazali)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam huruf

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan

huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam

skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

vii

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama

| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba“ B be

< Ta‘ T te

& Sa‘ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je

- Ha* : ha (d%g%sght)itik di

z Kha* Kh ka dan ha

3 Dal D de

5 Zal 7 ze (dengan titik di atas)
D Ra‘ R er

J Zai z zet

o Sin S es

B Syin Sy es dan ye
- Sad S es (debnagvsght)itik di
U Dad D de (debr;%sght)itik di




L Ta* T te (dengan titik di
: bawah)
1 . zet (dengan titik di
za z bawah)
& ‘Ain ‘ koma terbalik di atas
Gain G ge
- Fa“ F ef
] Qaf Q qi
& Kaf K ka
J Lam L el
a Mim M em
o Nun N en
5] Waw W w
> Ha‘ H ha
s Hamzah ‘ apostrof
< Ya‘ Y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
24 1254 ditulis muta’addidah
e ditulis ‘iddah
C. Ta‘ Marbiitah di Akhir Kata
1. Biladimatikan ditulis h
i< ditulis hikmah
e ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali

bila dikehendaki lafal aslinya).
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2. Biladiikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

g-\.:—é}%”lizbg ditulis Kar gmahal -Auliy 5°

3. Bila ta’ marbugah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

Ofe

Ll 26 ‘ ditulis zak ghal -Fi i

D. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a
2. Kasrah ditulis i
3. Dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. | Fathah + alif ditulis A
Oleanin) ditulis Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati ditulis A
ol ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis I
& st ditulis al- ‘Alwant
4. | Dammah + wawu mati ditulis 0]
psle ditulis ‘Ulim

. Vokal Rangkap

1. | Fathah + ya’ mati ditulis Al
PR e ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis Au
J ditulis Qaul

Il.  Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof



eliﬁ ditulis a’antum

Caae ditulis u’iddat

OY @885 ditulis la’in syakartum

Il. Kata Sandang Alif +Lam

a. Biladiikuti huruf Qamariyyah
ol _all ditulis Al-Qur’an

bl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.
Al ditulis ar-Risalah

elaall ditulis an-Nisa’

V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

dal ditulis Ahl ar-Ra yi

Jal 4l ditulis Ahl as-Sunnah

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam perspektif undang-undang adalah suatu ikatan lahir batin
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk
menciptakan sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.! Dengan dilaksanakannya suatu pernikahan, timbul konsekuensi yang
akan ditanggung oleh kedua orang yang bersangkutan berupa tanggungjawab untuk
mempertahankan ikatan tersebut dan mewujudkan tujuan dari pernikahan yakni
menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rasanya tidak
berlebihan jika terdapat hukum khusus yang mengatur pernikahan sedemikian rupa
agar suatu pernikahan tetap bisa berlanjut hingga akhir hayat dan tetap berjalan
sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mewujudkan sebuah
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan
memperhatikan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara
matang seperti keadaan ekonomi, kondisi biologis, kondisi lingkungan dan usia.?

Salah satu faktor krusial adalah usia untuk melangsungkan pernikahan karena

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

2 Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun
2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” Jurnal Hukum Islam, Vol. 20,
No. 2, Desember 2020, him. 220.



menyangkut kesiapan mental dan kesehatan seseorang.® Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia minimal 19 tahun untuk
laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.* Sedangkan dalam Islam tidak spesifik
memberikan berapa usia yang harus dicapai untuk bisa melaksanakan pernikahan,
hanya sebatas memberikan tanda-tanda berupa mampu dan sudah balighh. Bagi
laki-laki balighh adalah keadaan dimana seseorang sudah mengalami mimpi basah
dan perempuan sudah mengalami menstruasi/haid.

Perundang-undangan lain seperti KUHPer menyebutkan bahwa seseorang
yang dianggap dewasa adalah mereka yang sudah berusia genap 21 tahun atau yang
sudah melangsungkan perkawinan sebelum 21 tahun namun bukan perkawinan di
bawah umur.® Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak
juga menyebutkan bahwa usia di bawah 18 tahun dianggap belum dewasa dan
berhak dilindungi harkat martabatnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara
optimal.® Lalu upaya penguatan batas minimal usia pernikahan juga terdapat dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya
berumur 16 tahun.’

3 Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah
Umur,” Serat Acitya — Jurnal llmiah UNTAG Semarang, Vol. 6, No. 1, 2017, him. 137.

4 Pasal 7 Ayat (1).
5 Pasal 330 Avyat (1).
® pasal 1 Ayat (1).

" Pasal 15 Ayat (1).



Namun dalam prakteknya, mereka yang masih di bawah umur masih bisa
melaksanakan pernikahan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Pengadilan
Agama daerah setempat melalui permohonan dispensasi nikah dengan kondisi dan
kebutuhan khusus.®

Pembatasan usia minimal pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun
untuk perempuan bisa dikatakan merugikan pihak perempuan karena dianggap
merampas hak perempuan untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan yang
memadai. Usia 16 tahun bagi perempuan tidak relevan untuk zaman sekarang
karena di usia tersebut mereka baru mengalami masa pubertas. Selain itu, menurut
medis di usia 16 tahun ini organ reproduksi perempuan belum matang sepenuhnya,
sehingga dikhawatirkan jika mengalami kehamilan pada usia tersebut akan
menimbulkan penyakit menular, gangguan kehamilan, masalah persalinan,
kesehatan sang bayi yang dikandungnya, bahkan kondisi mental sang ibu.®

Menilik dari keadaan tersebut, pada tahun 2014 ada beberapa orang yang
keberatan dengan redaksi dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang memberikan batas usia minimal pernikahan 19
tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.® Mereka mengajukan judicial

review untuk Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 ini karena dianggap menyebabkan praktek

8 Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif
Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sorong Vol. 7, No. 1, 2021 1-13, him. 4.

® Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Agiila Putri, “Rekonstruksi Batas Usia
Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan
MK No. 22/Puu-Xv/2017),” Jurnal Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 40-54,
him. 41.

10 Lihat Salinan Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-X11/2014.



perkawinan anak, khususnya anak perempuan karena dengan rendahnya batas usia
tersebut para perempuan seperti tidak mendapatkan hak penuhnya sebagai warga
negara dan upaya untuk memberikan kesetaraan atas kepastian hukum yang adil
bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana mandate dari
UUD 1945.1

Akhirnya, pada tanggal 14 Oktober 2019 melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Presiden Joko Widodo mengesahkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perubahan yang diambil adalah
Pasal 7 Ayat (1) yang sebelumnya berbunyi:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

belas) tahun” menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pri dan wanita

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.*?

Dengan adanya pembaharuan batas usia minimal nikah, tentu ada pro dan
kontra yang muncul. Bagi pihak yang setuju, mereka beranggapan bahwa dengan
demikian dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan
ekonomi dan menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan. Terlebih dengan

dimundurkannya pernikahan bagi perempuan, diharapkan pernikahan yang

terlaksana ketika mentalnya telah siap dapat mewujudkan keutuhan rumah tangga

1 'Wilda Nur Rahmah, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-
74/Puu-Xii/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak,” Skripsi diterbitkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016), him. 22.

12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).



dan tujuan dari pernikahan yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah.™® Adapun mereka yang kontra beranggapan bahwa dengan tingginya
batas usia minimal nikah bagi perempuan akan berakibat pada tingginya pihak yang
mengajukan dispensasi nikah. Pembatasan usia 19 dan 16 tahun cenderung bisa
meminimalisir terjadinya hal-hal di luar dugaan yang tidak diinginkan.

Menurut data laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta, terdapat
peningkatan pengajuan dispensasi nikah baik sebelum maupun sejak diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini.!*

Tabel 1. Grafik Pengajuan Dispensasi Nikah PA Yogyakarta 2017-2021

Pengajuan Dispensasi Nikah

72

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Pengajuan Dispensasi Nikah

Perubahan usia minimal nikah bagi perempuan juga memunculkan banyak

pandangan dari berbagai kalangan seperti tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh-

13 Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16
Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” hlm. 229.

14 “Laporan = Tahunan  Pengadilan =~ Agama  Yogyakarta,”  https://pa-
yogyakarta.go.id/laporan-tahunan akses 9 November 2022.


https://pa-yogyakarta.go.id/laporan-tahunan
https://pa-yogyakarta.go.id/laporan-tahunan

tokoh agama dan civitas akademik. Salah satunya adalah organisasi
kemasyarakatan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi
kemasyarakatan berbasis Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh K.H.
Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H / 18 November 1912 M di Kota
Yogyakarta. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial,
kesehatan dan ekonomi dengan jalan ijtihad untuk menyelaraskan hukum Islam
dengan perkembangan zaman berdasarkan al-Qur’an dan hadis.

Dalam menjalankan kelembagaan Muhammadiyah, setidaknya ada dua
garis besar jaringan kelembagaan yaitu vertikal dan horisontal. Garis vertikal terdiri
dari pimpinan pusat hingga anggota, sedangkan garis horisontal berisi jaringan
kelembagaan yang masih berada dalam satu tingkat kepemimpinan dan bertugas
sebagai unsur pembantu seperti pimpinan, majelis, badan serta organisasi otonom.

Jaringan kelembagaan yang berada dalam garis vertikal adalah:*°

1. Pimpinan Pusat, awalnya berada di Yogyakarta, namun pada tahun 1970
komite pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan sosial berpindah
ke ibu kota Jakarta

2. Pimpinan Wilayah yang setingkat dengan Provinsi

3. Pimpinan Daerah yang setingkat dengan Kabupaten/Kota

4. Pimpinan Cabang yang setingkat dengan Kecamatan

5. Pimpinan Ranting yang setingkat dengan Desa/Kelurahan, dan

6. Pimpinan Cabang Istimewa yang berada di luar negeri.

15 “Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan,” https://muhammadiyah.or.id akses 12
Januari 2023.
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Adapun jaringan kelembagaan yang berada dalam garis horisontal terdiri
dari dua unsur, yakni Majelis dan Lembaga. Pembagian kedua unsur kelembagaan
sebagai berikut.®

1. Majelis

e Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT)

e Majelis Tabligh (MT)

e Majelis Pendidikan  Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan

(DIKTILITBANG)

e Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (MPDM)

e Majelis Pendidikan Kader (MPK)

e Majelis Pelayanan Sosial (MPS)

e Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK)

e Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM)

e Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU)

e Majelis Pustaka dan Informasi (MPI)

e Majelis Lingkungan Hidup (MLH)

e Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH)

e Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK)

2. Lembaga
¢ Lembaga Pengembangan Cabang Ranting Muhammadiyah (LPCR)

e Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK)

16 “Majelis dan Lembaga Muhammadiyah,” https://muhammadiyah.or.id/majelis-dan-
lembaga/ akses pada 12 Januari 2023.
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e Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP)

e Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah / Muhammadiyah
Disaster Management Center (MDMC)

e Lembaga Zakat Infaq dan Shadagah Muhammadiyah (Lazismu)

e Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP)

e Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO)

e Lembaga Hubungan dan Kerja Sama International (LHKSI)

Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani, dan Nelayan (LPBTN)

Peneliti tertarik untuk menganalisis pandangan dari tokoh Muhammadiyah
khusunya dari Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) dan Majelis Hukum dan Hak Asasi
Manusia (MHH) terkait perubahan batas usia minimal pernikahan karena
Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan yang
turut andil dalam menanggapi masalah dan isu-isu umat terkait hukum dan
keagamaan. Selain itu, MTT dan MHH adalah bagian dari majelis Muhammadiyah
yang teritorinya terfokus pada tajdid dan hukum Islam. Perubahan terhadap usia
nikah merupakan masalah hukum Islam karena dalam Islam sendiri tidak secara
rinci memberikan angka usia yang pasti untuk bisa melangsungkan sebuah
pernikahan, sedangkan perundang-undangan terdahulu telah memberikan batasan
usia minimal dan sekarang batas usia tersebut diubah di dalam undang-undang
terbaru. Selanjutnya, pandangan tersebut akan peneliti analisis berdasarkan hukum
Islam terkait batas usia minimal pernikahan.

Adapun peneliti memilih Pimpinan Wilayah D.l.Yogyakarta sebagai lokasi

penelitian karena PWM adalah sentra Muhammadiyah se-DIY. Oleh sebab itu,



pandangan yang berasal dari tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
D.l.Yogyakarta, yakni dari Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) dan Majelis Hukum
dan Hak Asasi Manusia (MHH) akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan

kapasitas keilmuannya terhadap hukum Islam tidak diragukan lagi.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan difokuskan
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan dan argumen dari tokoh Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah D.l.Yogyakarta terhadap perubahan pembatasan usia minimal
nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan dari tokoh Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah D.l.Yogyakarta mengenai perubahan pembatasan
usia minimal nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan dan
kegunaan sebagai berikut.
1. Tujuan Penelitian
a) Untuk mendeskripsikan pandangan dari tokoh Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah D.l.Yogyakarta terhadap perubahan pembatasan usia

minimal nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

b) Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan dari
tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.l.Yogyakarta mengenai
perubahan pembatasan usia minimal nikah dalam Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian
a) Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan
dan literatur di bidang hukum, terkhusus yang berkaitan langsung dengan
pandangan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.l.Yogyakarta
terhadap perubahan pembatasan usia minimal nikah dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974.
b) Secara praktis
Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan
masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum Keluarga

Islam mengenai batas usia minimal pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan penjelasan terhadap penelitian yang pernah

dilakukan beberapa orang sebelumnya dan masih memiliki hubungan keterkaitan
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dengan pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini. Berikut adalah
hasil telaah pustaka yang sudah peneliti dapatkan dari beberapa karya ilmiah.

Pertama, skripsi dengan judul ‘“Pandangan Hakim Pengadilan Agama
Sleman terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan” yang ditulis oleh M. Awawy Aljawie. Penelitian ini menjelaskan
tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terkait dinaikkannya batas
usia minimal perkawinan. Menurutnya dengan dinaikkannya batas usia minimal
perkawinan akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tumbuh dan
berkembang dengan baik dan optimal. Selain menyiapkan bekal untuk mengarungi
bahtera rumah tangga, juga menyiapkan pendidikan yang memadai guna mendidik
anak-anak mereka kelak. Namun di sisi lain, dampak dinaikkannya batas usia ini
akan menimbulkan lebih banyak pengajuan dispensasi nikah ke PA. Adapun
kaitannya dengan teori maqasid syari’ah, pandangan hakim PA belum sepenuhnya
meliputi kelima aspek, hanya tiga diantaranya memelihara jiwa (Hifz al-Nafs),
memelihara harta (Hifz al-Mal) dan memelihara akal (Hifz al- ‘4ql).%

Kedua, skripsi dengan judul “Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat” yang

ditulis oleh Muhammad Farhan Fuadi. Penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan

M. Awawy Aljawie, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap Batas Usia
Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2021). him. 100.
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batas usia minimal kawin dirasa belum mampu untuk meminimalisir angka
perkawinan pada anak karena ada faktor lain yang menyebabkan perkawinan usia
anak seperti factor pendidikan, faktor ekonomi, pergaulan bebas dan kurangnya
sosialisasi pemerintah akan hal ini. Selain itu, perubahan batas usia ini juga
menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan terhadap angka permohonan
dispensasi kawin di PA Stabat terlihat pada waktu beberapa bulan setelah
disahkannya UU ini, angka permohonan meningkat pesat.'®

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan
Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang Batasan Usia Perkawinan”
yang ditulis oleh Rizky Fazri Gunawan. Penelitian ini menjelaskan bahwa ada tiga
pendapat mengenai Batasan usia perkawinan: 1) hukum Islam tidak mengatur
tentang batas usia minimal perkawinan, walaupun demikian masyarakat yang
hendak melaksanakan perkawinan diharuskan sudah balighh dan istita’ah.
Pandangan ini sesuai dengan konsep al-maslakah al-hajjiyyah. 2) setuju dengan
pembatasan usia minimal perkawinan untuk menghindari mudarat yang lebih besar.
Pandangan ini sejalan dengan konsep al-masalih al-khamsah yakni al-maslaza/ al-
dariiriyyah. 3) lebih fleksibel dalam melihat permasalahan batasan usia perkawinan

ini. Pandangan ini juga sesuai dengan konsep al-maslakah al-mutagayyarah.'®

18 Muhammad Farhan Fuadi, “Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Perkara
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat,” Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2020). him. 66.

19 Rizky Fazri Gunawan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pimpinan Pondok
Pesantren Darussalam Ciamis tentang Batasan Usia Perkawinan,” Skripsi diterbitkan oleh UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). him. 77.
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Keempat, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan
Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Usia Kedewasaan dalam Perkawinan
pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”
yang ditulis oleh Yusuf Adi Putra. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut
pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta bahwa kedewasaan dalam perkawinan
menjadi hal penting yang harus dipenuhi dan usia 21 tahun merupakan usia minimal
dalam perkawinan. Dilihat dari kacamata magasid al-syari‘ah, pandangan kepala
KUA se-Kota Yogyakarta telah memenuhi kelima aspek kemaslahatan dalam
maqasid al-dariiriyyah.?

Kelima, skripsi dengan judul “Problematika Dispensasi Nikah Pasca
Diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan
Agama Bantul 2021)” yang ditulis oleh Igbal Hamdani. Penelitian ini menjelaskan
bahwa faktor terbanyak dari pengajuan dispensasi nikah di PA Bantul karena
pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan, sehingga hakim lebih banyak
mengabulkan permohonan daripada menolaknya dengan alasan untuk
kemaslahatan bagi calon pengantin dan janin yang sedang dikandung. Adapun dasar

para hakim memutuskan perkara-perkara dispensasi nikah tersebut adalah: 1) UU

20 Yusuf Adi Putra, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota
Yogyakarta tentang Usia Kedewasaan dalam Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2018). him. 114.
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48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2) Pasal 49 UU 7/1989 jo. UU 3/2006, 3)

UU 1/1974 jo. UU 16/2019, 4) KHI dan 5) kaidah fighiyah.?

. Kerangka Teoretik

Sebuah perkawinan memiliki prinsip yang harus dicapai agar terwujud
perkawinan yang sesuai dengan tujuan. UUP dan KHI tidak secara rinci
merumuskan prinsip mengenai perkawinan. Hanya saja pada UUP mengatakan
bahwa perkawinan itu berasaskan monogami. Mengingat bahwa tujuan perkawinan
adalah membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa
dengan terwujudnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun prinsip yang harus
diperhatikan adalah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam
perundang-undangan.??

Merujuk pada Bab 1l Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menjelaskan persoalan syarat-syarat perkawinan dari Pasal 6 sampai
Pasal 12. Antara lain syaratnya adalah:

1. Syarat perkawinan harus didasari persetujuan;
2. Syarat usia kematangan yaitu usia 21 untuk kawin;
3. Syarat adanya wali;

4. Syarat untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam menikah.

2l Igbal Hamdani, “Problematika Dispensasi Nikah Pasca Diundangkannya Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bantul 2021),” Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2022). him. 71.

22 Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Fagih, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-1,
(Yogyakarta: Gama Media, 2017), him. 27.
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Secara garis besar, syarat perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam tidak
jauh berbeda dari yang tercantum di UUP. Justru KHI lebih menjelaskan secara
detail mengenai hal syarat perkawinan. Syarat yang diatur di KHI antara lain:

1. Syarat adanya calon mempelai;
2. Syarat umur,

3. Syarat persetujuan;

4. Syarat wali nikah;

5. Syarat saksi nikah;

6. Syarat akad nikah.

Penelitian ini hendak menggunakan teori magasid al-syari ‘ah. Magasid al-
syari‘ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Abu Ishaq al-

Syatibi mengemukakan:?3
gy a9 Y| éhal\ 4.3 Gfisjp Sy @L&J\ O

Menurut Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.l. mengutip dari pendapat Ibnu
al-Qayyim dalam I lam al-Muwaqqin al-Rabb al- ‘4lamin (1973: 333) mengatakan
bahwa:

Sesungguhnya syariat itu bangunan dan fondasinya didasarkan pada
kebijaksanaan (hikmah) dan kemaslahatan para hambanya di dunia dan
akhirat. Syariat secara keseluruhan adalah keadilan, rahmat, kebijaksanaan
dan kemaslahatan. Segala perkara yang mengabaikan keadilan dan kasih
sayang pada sebaliknya, kemaslahatan pada ke-mafsadat-an, kebijaksanaan
pada kesia-siaan, maka itu bukan syariat.?*

23 Hisyam bin Sa’id Azhar, Magasid al-Syari‘ah ‘inda Imam al-Haramaina wa Asaruha fi
al-Tasarrafat al-Maliyyah, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2010), him. 29.

24 M. Noor Hasinudin, Islam, Magqasid al-Syari‘ah & Dinamika Hukum Positif di
Indonesia, (Depok: Pena Salsabila, 2021), him. 3.
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Dalam perspektif Imam al-Gazali, magasid al-syari‘ah adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan dalam 5 aspek kehidupan manusia yang harus
dipelihara dan diwujudkan. Kelima aspek tersebut adalah?:

1. Menjaga agama (%ifz al-din);

2. Menjaga jiwa (hifz al-nafs);

3. Menjaga akal (kifz al- ‘agl);

4. Menjaga keturunan (kifz al-nasl) dan;

5. Menjaga harta (kifz al-mal).

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia serta
mencegah terjadinya perceraian dalam suatu perkaiwinan, perlu adanya kajian
terhadap perubahan usia minimal perkawinan yang ada di Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Apakah dengan diubahnya batas minimal usia perkawinan tersebut akan membawa

kepada kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah.

. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan
yang ada dalam suatu penelitian.?® Adapun metode penelitian yang digunakan oleh

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

%5 Agus Miswanto, Usul Figh: Metode ljtihad Hukum Islam, (Magelang: UNIMMA Press,
2019), him. 153.

26 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penulisan Sosial (Jakarta:
Bumi Aksara, 1996), him. 42.
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Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan).
Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung
di masyarakat atau lembaga tertentu. 2’ Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan data dari lokasi atau lapangan serta memperoleh penelitian pada
objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kantor
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.l.Yogyakarta. Peneliti akan meneliti
pandangan tiga tokoh dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.l.Y ogyakarta,
yakni dua dari Majelis Tarjih dan Tajdid dan satu dari Majelis Hukum dan
HAM mengenai perubahan batas usia minimal nikah dalam UU No. 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan.
Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan suatu
informasi yang didapat baik secara lisan maupun tulis, kemudian dianalisis
dengan cara menguraikan secara tepat dan searah.?® Kemudian dilakukan
analisis dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih tentang keadaan yang
terjadi untuk mengambil suatu kesimpulan.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan diterapkan adalah pendekatan normatif,

yaitu pendekatan yang menggunakan hukum Islam. Dalam hal ini peneliti

151.

27 Kasiran, Metodologi Kuantitatif-Kualitatif (Malang : UIN Malang Press, 2008), him.

28 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), him. 63.
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menggunakan konsep magqasid al-syart‘ah dan literatur lain yang didalamnya
memuat al-Qur’an, hadis, kaidah-kaidah fikih serta pendapat para ulama.
4. Sumber Data
Sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data primer atau biasa disebut data tanga pertama adalah data yang
didapatkan secara lansung dari subjek penelitian yang digunakan untuk
sumber informasi yang diperlukan.?® Dalam penelitian ini data primer
berupa hasil dari wawancara peneliti dengan tokoh Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah D.l.Yogyakarta mengenai perubahan pembatasan usia
minimal pernikahan.

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan melaalui pihak lain/tidak
langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya. 3 Dalam
penelitian ini data sekundernya berupa data yang diperoleh melalui
penelusuran pustaka yang dilakukan peneliti baik itu buku, skripsi, jurnal,
website yang memuat informasi mengenai usia nikah dan magasid al-
syart‘ah.

5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini ada

dua, yaitu:

29 1bid., him. 91.

%0 1bid.



19

a) Wawancara
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai.3!
Adapun caranya dengan mewawancarai tokoh Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah D.l.Yogyakarta, dua dari Majelis Tarjih dan Tajdid dan
satu dari Majelis Hukum dan HAM.
b) Dokumentasi
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen-
dokumen. Dalam hal ini peneliti membaca, memahami dan menganalisa
dari berbagai buku-buku serta literatur lainnya terkait perubahan atas usia
minimal pernikahan.
6. Analisis Data
Analisi data yang hendak digunakan adalah analisis secara kualitatif dengan
metode berfikir induktif. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan
menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian disusun.?
Kerangka berfikir induktif adalah menganalisis data dari yang bersifat khusus
ke umum.® Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan

dikumpulkan, disusun lalu ditarik kesimpulannya.

31 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Pubik dan llmu
Sosial Lainnya, cet-1, (Jakarta: Kencana, 2007), him. 108.

32 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 64.

33 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet-3(Jakarta: UI-Pres, 1986), him. 10.
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G. Sistematika Pembahasan

Suatu penelitian memerlukan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk
memfokuskan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti. Berikut beberapa
bab yang ada di dalam penelitian ini yang peneliti jabarkan dalam lima bab, yakni:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang
berisi gambaran awal atas bahasan yang akan dikaji, yaitu berisikan latar belakang
masalah yang mengemukakan alasan peneliti mengangkat tema tersebut, rumusan
masalah yaitu berupa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian
yang dilakukan, tujuan penelitian adalah hal-hal yang akan dicapai setelah
selesainya penelitian tersebut, telaah pustaka yakni berupa beberapa referensi yang
sesuai dengan tema yang diangkat sebagai bentuk penguasaan materi atas tema
tersebut, kerangka teori yaitu konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai alat
analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti, metode penelitian bertujuan
untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian dan sistematika pembahasan
adalah alur penyusunan skripsi beserta argumentasi penyusun atas susunan bagian
dari satu bab ke bab yang lain. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah
memahami mengenai isi dari sub bab yang akan dibahas oleh peneliti.

Bab kedua, berisi tentang teori tinjauan umum pernikahan. Bab ini dijadikan
sebagai acuan dalam penyusunan penelitian yang meliputi pengertian perkawinan,
syarat-syarat perkawinan, prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, pembahasan usia
perkawinan dalam al-Qur’an, figh, perundang-undangan dan pengertian umum dari

magqasid al-syari ‘ah.
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Bab ketiga, berisi tentang data lapangan yang menjadi fokus penelitian,
yakni sejarah dan letak geografis dan struktur organisasi Kantor Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah D.l.Yogyakarta. Bab ini juga memuat hasil wawancara dan
argumen dari tokoh dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.l.Yogyakarta terkait
perubahan usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam menggunakan konsep
magqasid al-syart ‘ah terhadap pandangan yang dikemukakan oleh tokoh Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah D.l. Yogyakarta tentang perubahan usia minimal
pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam bab ini juga
terdapat jawaban dari rumusan masalah yang dibuat peneliti berupa bagaimana
pandangan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.l. Yogyakarta tentang
perubahan usia minimal pernikahan dan analisis hukum Islamnya.

Bab kelima, berisi bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil
peenlitian dan saran yang dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk penelitian
selanjutnya. Setelah itu dilanjutkan dengan melampirkan daftar Pustaka serta

lampiran-lampiran pendukung lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1.

Pandangan dan argumen dari tiga tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
(PWM) D.l.Yogyakarta mengenai perubahan pembatasan usia minimal
pernikahan adalah setuju karena perubahan usia minimal nikah yang semula 19
tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi
keduanya bertujuan untuk menjamin hak dasar setiap warga, menghindari
dampak negatif dari praktek nikah dini, sebagai langkah awal untuk
menciptakan unifikasi hukum terkait kriteria usia dewasa dan perubahan
hukum yang terjadi adalah akibat dari perkembangan kondisi zaman dan sosial
kemasyarakatan sehingga hal tersebut dianggap wajar.

Menurut hukum Islam Indonesia, perubahan pembatasan usia minimal
pernikahan belum sesuai karena masih banyak perbedaan kriteria dewasa dari
berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan perubahan
pembatasan usia minimal pernikahan apabila ditinjau dari konsep magasid al-
syari‘ah adalah sesuai walaupun belum sepenuhnya mengcover dari
keseluruhan lima aspek magasid al-syari ‘ah, karena perubahan tersebut hanya

mencakup aspek menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga keturunan.

78
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B. Saran-Saran

Akhir dari kepenulisan skrpisi ini, peneliti mengharapkan adanya

kemanfaatan untuk kita semua. Adapun beberapa saran sehubung dengan penelitian

ini sebagai berikut:

1.

Kepada pihak yang berwenang dalam membuat undang-undang agar bisa
dijabarkan lagi mengenai redaksi soal keadaan mendesak di Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 agar jelas bagaimana parameter keadaan
mendesak sehingga para hakim bisa menetapkan pemberian dispensasi nikah
secara bijak.

Kepada segenap civitas akademik bahwa penelitian mengenai perubahan
pembatasan usia minimal nikah akan terus berbeda dalam setiap zaman
sehingga perlu kajian yang lebih kompleks dan aktual agar tercapai
pemahaman yang setara dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat

Indonesia.
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